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TEITTAIYG
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KETUA KOMISI PEIWII.IHAN T'*IT]M KABWATEN BUNC;O,

Mengingat

a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bimlaasi
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi
Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedomaa
Evaluasi ReformasiBirolcasilnstansiPemerintah;

b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo telah
dilakukan evaluasi pel,aksanaan Reformasi Birolaasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimalsud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo
tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo
Tahtrr 2022

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dal Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaral Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangal Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahal kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbararr
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Menimbang



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangrrnal Nasional (l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2O05-
2O25 (l*m,baran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7
Nomor 33, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahal kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tefianrg Pemilihan
Umum (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Ta,hun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahurr2O2O-2O24;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126
Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinefa Pegawai di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemiliharr
Umum;

12. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2017 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi
Pemilihan Umum;

13. Peratural Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birolcasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi
Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dal
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2O2O-2O24;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2O2O terrtang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umr rn Nomor 4 Tahun 2O21
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum KabupatenlKota;

Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor
ll7 |ORT.OT|O|/2O22 Tanggal 14 Januari 2022 Peritral
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahu.n 2022 dan
Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun
202r;

MEMUTUSKAI|

PEMBEilTI'ITAIT Tlu RETORUA,SI BIROIIRASI DI
LIITGKIIITGIII| I(OUISI PEUILIHAIT I'UUU KABUPATEIY
Btffi(x);

Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan
Rencar:a Aksi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo,
yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Agen Perubahan
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatal Kelembagaal;
7. Tim Penguatan Tata I^aksana;
8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kineq'a; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Susulan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini;

Dalam melaksanalan tugasnya tim-tim diatas perlu
melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan
instansi terkait serta bertanggung jawab kepada
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;

: Tugas Tim Reformasi Birokrasi Tugas Tim Reformasi
Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Dilrhrm KESATU
sebagaimaaa tercantum dalam lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;



KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Januari sampai
dengan Bulan Desember 2O22 dan apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Muara Bungo
: 17 Jar:.tu.ari 2022

KETUA,

ttd

MUHAMMAD BISRI

Tembusan Disampatkan Kepada Yth:
1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
3. Kepala Biro SDM Setjen KPU RI di Jakarta;
4. Ketua KPU Provinsi Jambi di Jambi;
5. Ketua Tim Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Jambi di Jambi.

dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

PANCA PI'TRA

E
IU
o-



LAMPIRAN

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAI TIM REFORMAST BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

: 14lHK.03. 1/15081 2022
: 17 JANUARI 2022
: PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI UNGKUNGAN KOMISI PEMIUHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022

I

NO, NAMA ]ABATAN
KEDUDUKAN OALAI'I

TIM
TUGAS DALAM TIM

I 2 3 4 5

Tllrl PETGARAH

1. MUHAMMAD BISRI, S.Pd.I Ketua KPU

2, KRISTIAN EDI CANDRA, S.E. Anggota KPU

3, SYAHRUDDIN, S.Ag Anggota KPU

4. RUSLAN. M, S.A9., M.Pd.I Anggota KPU

5. MARYAM, S.Ag Anggota KPU

Pengarah merangkap
Ketua

Pengarah merangkap
Anggota

Pengarah merangkap
Anggota

Pengarah merangkap
ArEgota

l. Memberikan arahan dahm penyusunan kegiatan Reformasi
Birokrasi satuan kerja;

2. Menerirna laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan TIm
Agen Perubahan Satuan Kerja; dan

3, Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reforrnasi Birokrasi
Satuan Kerja Berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan
Reformasi Birokasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah
dan berkelanjutan.

PerEarah merangkap
ArEgob



II
. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokasi Safuan Kerja;

2. Merancang Rencana aksi Program Refurmasi Birokrasi SatJan

KerJa;

, Melaksanakan Reformasi Bimkasi bersama Satuan Kerja terkait;

. Melaksanakan fokus perubahan sesuaidengan rencana aksi )rang

ditetapkan bersama;

. Melaporkan kegiatan Birokasi
Pengarah secara berkala dan
(berjenJang) pada akhir tahun'

5. Melakukan monitorlng dan e\aluasi secara berkala dan

melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar

target yarE dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan

sta keholders; dan

Satuan Kerja ke@a Tim
Satker setingkat diatasn)a

Wakil Ketua

Anggota

Ketua

Sekretaris

Anggota

t , p5111$ANA

1. MUHAMMAD PANCA PUTRA, SP

5. DIAN OCTAPULI,A SARI, SE., M.Si

Sekretaris KPU

Fungsional Perencana2. M. SYAHRIL, S.SOS

3. HERIFAN, SH

4. OCTANDRA BASRI, S.IP

Fungsional Penata
Kelola Pemilu

Fungsional Penata
Kelola Pemilu

Kasubbag Keuangan,
Umum, & Logistik

, Membuat renGna aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan

Kerja yang akan dualankan bersarna;

. Merencanakan, melaksanakan dan mengeraluasi kegiatan
program Reformasi Birokrasi Satuan Keria serta melaporkan

kepada Tim Pengarah secara hrkala; dan

. Melakukan kampan)€ dan mengaFk pegawai untuk rnelakukan

perubahan rnental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi

Birokasi SahJan Kerja secara aKif.

Koordinator Agen
Perubahan Sub Bagian
Program, Data & Informasi

Koordinator Agen

Perubahan Sub Bagian
Teknis Pemilu & Hupmas

Koordinator Agen
Perubahan Sub Bagian
Hukum & SDM

Agen
Sub Bagian
Umum, dan

Koordinator
Perubahan
Keuangan,

UI

4. DIAN OCTAPULIA SARI, SE., M,Si

Fungsional Perencana

2. OCTANDRA BASRI, S.IP

3. HERIFAN, SH

TIM AGEN PERUBAHAI{

1. M. SYAHRIL, S.SOS

Fungsional Penata
Kelola Pemilu

Fungsional Penata
Kelola Pemilu

Kasubbag Keuang@n,

Umum, & Logistik



IV TIM MANA]EMEN PERUBAHAN

1. OCTANDRA BASRI, S.IP

2. DELTA YUBI DARYADI, S.IP

3. RISKA SONIA, SH

Fungsional Penata
Kelola Pemilu

Staf Subbag Teknis
Pemilu & Hupmas

Staf Subbag Teknis
Pemilu & Hupmas

Koordinator memngkap
asesor

Anggota

Anggota

1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi
komunikasi pada KPU lGbupaten Bungo

2. Melaksanakan sosialisasi dan intemalisasi manaiemen perubahan

dalam rangka Reformasi Birokrasi SaEan kerja.

v TIM PENGUATAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

1, HERIFAN, SH

2. JEI(Y APRIMAN SAPUTRA, SH

3. ANITA

Fungsional Penata
Kelola Pemilu

Staf Sub Bag Hukum

Staf Sub Bag Hukum

Koordinator merangkap
asesor .Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan

dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo
yang

. Melakukan pernetaan peraturan perundang-undangan yang titjak
harmonis atau tidak sinkron dilingkungan KPU Kabupaten BungD.

TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN

1, DIAN OCTAPUUA SARI, SE., M.Si

2, FAUZIAH, S.SOS

3. PANCA NOVIANDIKKA, S.IP

Kasubbag Keuangan,
Umum, & Logistik

Sbf Sub Bag Umum

Sbf Sub Bag Umum

Anggota

Anggota

Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata
Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung
tercapainla hijuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.

VI

Anggota

Anggota

Koodinator rnerangkap
asesor



VII TIM PENGUATA TATA LAKSA A

1. M. SYAHRIL, S.Sos Fungsional Perencana

2. SYAMSIAH, S.Sos Staf Subbag. Program
Data & InformaE

3. DEPTA PRATAMA, S.IP Staf Subbag. Program
DaE & Informag

Koordinator merangkap
asesor

Anggota

Anggota

1, Mengkoordinasikan penylapan dokumen SOP @re busln*s
Satuan Kerja, dan

2. MerEkoodinasikan pembangunan atau pengembangan e-
go@mnant Satuan Kerja.

TIM PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN ASN

1. DIAN OCTAPUUA SARI, SE,, M,Si

2, FAUAAH, S.Sos

3. PANCA NOVIANDIKKA, S.IP

4.JEKY APRIMAN SAPUTRA, SH

Kasubbag Keuangan,
Umum, & Logistik

Staf Sub Bag Umum

Staf Sub Bag Umum

Staf Sub Bag Hukum

Koordinator menngkap
asesor

Angsota

Anggota

Anggota

1. Melaksanakan sistem rekrutmen yarE Erbuka, transparan,
akuntabel, dan berbasls kompetensi di Satuan Keria;

2. Melakukan Asesrnen individu berdasarkan kompetensi di Satuan
keda

3. Membangun system & proses pendidikan & pelauhan pegawai

berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan
publik di Satuan Keda.

IX TIM PENGUATAN PEI{GAWASAI{

1, HERIFAN, SH

2,]EKY APRIMAN SAPUTRA, SH

3.ANITA

Fungsional Penata
Kelola Pemilu

Staf Sub Bag Hukum

Staf Sub Bag Hukum

Koordinator merangkap
asesor

Anggob

Anggota

1. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian htern
Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bungo

2. Meningkatkan pgran ApaEt Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) sebagai Quality Assunnedan Constltlng di sEtran kerja.

VIII
I



x TIM PENGUATAN
AKUNTABILITAS KINERJA

1, M, SYAHRIL, S.Sos

2. SYAMSIAH, S.Sos

3. DEPTA PRATAMA, S.IP

Fungsional Perencana

Staf Subbag. Program
Dah & Informasi

Sbf Subbag. Program
Data & Informasi

Koordinator meEingkap
asesor

Anggota

Anggota

1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya
kineda organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan

2. Menyusun indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bungo.

XI TIM PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK

1. OCTANDRA BASRI, S.IP

2. DELTA YUBI DARYADI, S.IP

3. RISKA SONIA, SH

Fungsional Penata
Kelola Pemilu

Staf Subbag Teknis
Pemilu & Hupmas

Staf Subbag Teknis
Pemilu & Hupmas

Koordinator
merangkap Asesor

Anggota

Anggota

. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di
Satuan lcrja; dan

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Muara Bungo
i 17 Januati 2022dengan aslinya

OMISI PEMILIHAN UMUM
GO

d\

@c

KETUA,

ttd

o
CA PUTRA MUHAMMAD BISRI

Meningkatkan partisipa$ masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik di Satuan Kerja.

>-


